
Jdih.baliprov.go.id 

 
   

 
 

 

GGUUBBEERRNNUURR  BBAALLII  

PERATURAN GUBERNUR BALI 

 
NOMOR 49 TAHUN 2016  

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 43 TAHUN 

2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN                           

PEMERINTAH PROVINSI BALI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR BALI, 

 

Menimbang : a. bahwa Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Bali telah ditetapkan dengan Peraturan 

Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2015; 

b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 

2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan  

Pemerintah Provinsi Bali; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia     
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 

Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 
Penyampaiannya; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi 
Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

http://jdih.baliprov.go.id/
http://www.bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/14uu005.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/14uu023.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/15uu009.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/14uu023.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/14uu023.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp058b.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/10pp071.doc
http://jdih.baliprov.go.id/produk_hukum/index/38684


Jdih.baliprov.go.id 

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); 

 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 43 TAHUN 2015 
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

PROVINSI BALI. 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali         
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali         
Tahun 2015 Nomor 43) diubah sebagai berikut: 

 

 

Ketentuan dalam Lampiran II, diubah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal II 

Peraturan   Gubernur     ini      mulai   berlaku   pada   tanggal 

1 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Bali.            

                                    

                                        Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 13 September 2016  
 

GUBERNUR BALI,  
 

 
 
MADE MANGKU PASTIKA 

 
Diundangkan di Denpasar  

pada tanggal 13 September 2016 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 

 
 
 

 
COKORDA NGURAH PEMAYUN  

 
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016  NOMOR 49 

http://jdih.baliprov.go.id/
http://jdih.baliprov.go.id/produk_hukum/index/38685
http://jdih.baliprov.go.id/produk_hukum/index/38685
http://jdih.baliprov.go.id/produk_hukum/index/38685


Jdih.baliprov.go.id 

 

 

http://jdih.baliprov.go.id/

